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PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sak
e\t 2
el 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Kabupaten Siak, domisili elektronik:
su76@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan
Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,

tempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sak tanggal

24 Mei 2021, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1995 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tg. Beringin,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat
dalam Akta Nikah No. 148/15/X1/95 tertanggal 20 November 1995;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah

dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
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e Suriono bin Jumari, lahir tanggal 01 Mei 1998;
e Wisma Dian Puspita Sari binti Jumari, lahir tanggal 12 Maret 2003;
e Sri Rahayu binti Jumari, lahir tanggal 19 Mei 2008;

4, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman abang kandung Penggugat yang beralamatkan di Desa Mangga
Dua, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara sekitar 5 hari; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang
beralamatkan di Dusun |, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2 tahun;
kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Dusun I, Desa Sei
Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi
Sumatera Utara sekitar 7 tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang
beralamatkan di Desa Mangga Dua, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sekitar 6 tahun; kemudian pindah ke
rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Sungai Selodang, Kecamatan
Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudain terakhir pindah
ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Empat Suku, RT. 010, RW.
005, Dusun Tanah Bagus, Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai
Mandau, Kabupaten Siak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Nobvember tahun 2006
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh
karena;

a. Tergugat suka keluar malam dengan kawan-kawannya;

b. Tergugat suka berjudi;

c. Tergugat bersifat emosional dan temperamental;

d. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata
kasar;

e. Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 22 Desember 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah
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orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar
hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir
secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sak
tanggal 28 Mei 2021 dan 11 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi
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dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya

tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat
supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun
tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor
257/Pdt.G/2021/PA.Sak .tanggal 24 Mei 2021 tersebut dibacakan, lalu
Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat Nomor Akta Nikah No. 148/15/XI1/95 tertanggal 20
November 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tg. Beringan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Riau, telah di-
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian
diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan
diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan
keterangan secara lisan sebagai berikut:

— Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah
sejak lama;

— Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman abang kandung Penggugat yang beralamatkan di Desa
Mangga Dua, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara sekitar 5 hari; kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat yang beralamatkan di Dusun I, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2

tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Dusun |,
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Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara sekitar 7 tahun; kemudian pindah ke rumah
sendiri yang beralamatkan di Desa Mangga Dua, Kecamatan Tg. Beringin,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sekitar 6 tahun;
kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Sungai
Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun;
kemudain terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan
Empat Suku, RT. 010, RW. 005, Dusun Tanah Bagus, Kampung Muara
Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Nobvember tahun 2006
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

— Tergugat suka keluar malam dengan kawan-kawannya;

— Tergugat suka berjudi;

— Tergugat bersifat emosional dan temperamental;

— Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-
kata kasar;

— Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

— Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 22 Desember 2020 yang menyebabkan antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

— Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan
diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan

keterangan secara lisan sebagai berikut:
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— Saksi adalah abang sepupu Penggugat dan Saksi kenal dengannya
sudah sejak lama;

— Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman abang kandung Penggugat yang beralamatkan di Desa
Mangga Dua, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara sekitar 5 hari; kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat yang beralamatkan di Dusun |, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2
tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Dusun I,
Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara sekitar 7 tahun; kemudian pindah ke rumah
sendiri yang beralamatkan di Desa Mangga Dua, Kecamatan Tg. Beringin,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sekitar 6 tahun;
kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Sungai
Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun;
kemudain terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan
Empat Suku, RT. 010, RW. 005, Dusun Tanah Bagus, Kampung Muara
Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Nobvember tahun 2006
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

— Tergugat suka keluar malam dengan kawan-kawannya;

— Tergugat suka berjudi;

— Tergugat bersifat emosional dan temperamental;

— Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-
kata kasar;

— Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
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— Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 22 Desember 2020 yang menyebabkan antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

— Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali,
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oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba‘in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya
tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg.
jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 138 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai
pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa
hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa “P” dan alat bukti saksi 2
(dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat “P” yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-
nazagelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat
keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat
sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah
memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat
(bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat
telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan
secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di
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bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga
telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut
relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi
yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian
telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171
- 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat “P” tersebut diperoleh
fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah
yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada
tanggal 17 November 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

— Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

— Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
Pertengkaran;

— Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

— Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", terbukti Penggugat
mempunyai legal standing atau persona standi in yudicio (berwenang dan
berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan
ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di
antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan
dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili

perkara ini;
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Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan
perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan
perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang
mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f
tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan
perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan
perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P" serta fakta dari keterangan
saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang
merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi pertengkaran secara
terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi dari Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah
didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil.
Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan
demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih

besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:
iadd) s e (b audiall ¢ 50

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;
Menimbang, bahwa oleh sebab tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin
dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan
bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat

al-Rum ayat 21 yang berbunyi:
B3se aSin Jaay Lel) il Wl g oSl e oS8 B8 o a3l e
O R o gl Y Gy b ) des

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab Figh
al-Sunnah Juz Il halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam
hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat

menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat
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dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana

dikemukakannya sebagai berikut:
Lagin Z3aY) e jae g ) pall 13 Al dalk  alal) Lgalhy
Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika
terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan
kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya
dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan
dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas
Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum lIslam jis. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil
syarak tersebut jis. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara
verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp805.000,00 ( delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulga’dah 1442 Hijriah, dengan Wachid
Baihaqi, S.H.l, M.H. sebagai Ketua H. Muhammad Novriandi, S.H. dan Deded
Bakti Anggara, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh
Sudarmono, S.H.l., M.H. .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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H. Muhammad Novriandi, S.H. Deded Bakti Anggara, Lc

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.[.M.H.
Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2 Biaya Proses :Rp 50.000,00
3 Biaya Panggilan & Pbt: Rp 675.000,00
4 PNBP :Rp 30.000,00
5 Redaksi :Rp 10.000,00
6 Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 805.000,00
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